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Tak Penuni Standar

1.700 SPPG Disuspend BGN

BADAN Cizi Nasional (BGN) men.
jatuhkan sanksi berupa pemberhen
lian sementara (suspend) kepada
1700 Satuan Pelayanan Pemenuhan
(izi (SPPG). Sanksi dijatuhkan,
karena 1700 dapur itu ferbukt tida
memenuhi standar pelaksanaan prog
ram makan bergizi gratis (MBC).
Kepala Badan Pengendalian Pem
bangunan dan Investigasi Khusus
(Bappisus) Aris Marsudivanto meng
ungapkan, 1.700 SPPC yang sudah
disuspend BON menjalani evaluasi
menyeluruh. “"Mereka harus mem
perbaiki dan mengajukan proposal
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perbatkan,’ ujamyadi fakarta, dikutip
Minggu (26412026,

Aris menegaskan, kebijakan ini
merupakan beniuk keseriusan peme
riniah dalam menjaga kualitas prog
ram MBU agar telap sesuai standar
gzt yang telah ditetapkan.

2 mengingatkan, setiap parsi
makanan harus memenuhi prinsip
aizi Seimbang bagi seluruh penerima
manfaat, mulal dari anak-anak, ibu
hamil, hingga lansia.

"Semua harus disesuaikan spesii-
kasi supaya standar pizi dan hualitas
makan itu tepenui,” tegasnya.

Dia menuturkan, dari hasil tenuan
dilapangan, didapat sejumlah pelang
paran yang dilakukan pihak SPPC,
Salah satunya, praktik pengurangan
porsi Khustsnya pada lauk.
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DPR Dukung BGN Untuk Tertiokan SPPG Naka

1,700 SPPG

.. DARI HALAMAN 1

Aris mencontobkan, potongan
ayam yang seharusnya dibagi delapan
bagian justru dipotong menjadi 20
hagian sehingga ukurannya jauh lebih
kel Prakek serupa juga ditemukan
paca lauk an dan telur. Hal ind, tentu
saja menurunkan kualitas menu, baik
darf sisi porsi maupun mutu bahan
makanan,

*Jangan mengurangi ukuran, bahkan
kualitasnya pun harus sama-sama
dijaga. ujamya.

Aris juga menegaskan bahwa
pemerintah telah menghitung angga
ran per pors secara cermat dan dinil
sudah sestai dengan hondsi harga di
lapangan. La pun mengingatkan pelaku
usaha unfuk tidak hanya mengejar
keuniungan.

*Jangan hanya berpikir profit

proft, profit” pesannya.

Dukungan terhadap penertihan SF
PG nakal datang dari anggola Komis!
IX DPR Irma Survani Chaniago.
menilai kebfjakan suspend sudah
tepat,terutam bagt SPPC yang tidak
patub terhadap standar program.

“Saya setuju dan mendukung BCN
men-suspend SPPG yang mengurangl
mantaat. Termasuk yang fidek memiliki
PAL dan ticak sestaistandar, ujarmya

Namun, rma merminta, BON fidak
bechent pada sanksi adminisraif [a
mendarong tindakan tegss terhadap
koordinator wilayah (karwl) yang di
cgaterlbat dolam prakik pelanggaran.

*Saga minta BGN memberhentikan
korwdl yang melindungi SPPG fidak
herkualitas, " tegasnya

Menurut lmna, prakik “main mata
antara korwil dan SPC menjad
salah satu penyehab unit yang ddak
memenuhi standar tetap beroperasi
“Korvl sepertini banyak. Saya minia

jika terbuki, idak hanya disanks, tapd
jugadipeat,” katanya.

Meski demikian, rma meyakini ma
sihvbianyak SPPC yang telah berape
rasi sesua etenuan dan memberikan
layanan yang bak. [ pun menga
presiast [angkah pembenahan yang
dilakukan BCN.

*Pertanyaannya kenapa yang tidak
sestal standar bisa tefap operasional?
Karena ada prakik main mata. Maka
saya apresiasi BCN yang mulai ber
bemah, ujarmya,

Sebelumnya, BGN memang telah
melakukan penindakan tethadap ratu
san SPPC di berbagai wilayah: Lang
kahini berujuanmemastikan propram
MEBC berjalan sesual standar kualtas
layanan dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pe
ngawasan Wilayah 1 BGN Albertus
Doni Dewantora menyehut, hingga
pertengahan April 2026, sebanyak
302 SPPG di Pulau Jawa telah df

stspendd. Dalan periode b-10 Apil
saja, terdapat tamhahan 41 unit yang
dinentikan sementara.

*Penindakan ini bagian darl komit
men BGN dalam menjaga kualitas
layanan, keamanan pangan, sert fata
kelola operasiomal," wjar Dani

Temuan pelanggaran beragam. mu
lal dar tidak adanya pengawas giz,
menu yang tidak layak, dapur yang
masih dalam tahap renovasi, hingga
dugaan gangguan pencemaan i se
jumah daerah seperti Cimahi, Bogor,
Tastkmalaya, dan Bantul.

Di wilayah Indonesia timur, lang
kah serupa juga dilakokan. Direk
tur Pemantauan dan Pengawasan
Wilayah I BGN Rodi Setfawan
menyebut, dari sekitar 4.300 SPPC,
sebanyak 163 unit telab disuspend
karena belum memilki Sertifkat Laik
Hipiene Sanitasi (SLHS) serta tidak
dilengkapi instalasi pengolahan air
limbah (IPAL). m it
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